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BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab

sebelumnya, maka kesimpulannya adalah:

1. Rehabilitasi terhadap anak jalanan memiliki peran yang sangat penting

bagi anak jalanan karena;

a. Anak mendapatkan kekerasan fisik oleh sebab itu perlu

direhabilitasi.

b. Anak jalanan mengalami kekerasan fisik dan tak jarang mengalami

kekerasan seksual oleh sebab itu perlu direhabilitasi.

c. Mengembalikan sekaligus menormatifkan kehidupan anak jalanan.

d. Sebagai bentuk penegakan dan perlindungan hak-hak anak.

2. Peran permerintah dalam rehabilitasi anak jalanan korban eksploitasi

ekonomi belum maksimal dilakukan.

a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan

Anak yang Hidup di Jalan justru bertentangan dengan Undang-

Undang diatasnya.

b. Proses penegakan yang terkadang situasional dan tidak rutin

dilaksanakan.

c. Belum ada sanksi tegas terhadap pelaku eksploitasi ekonomi.
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B. SARAN

Saran yang dikemukankan penulis adalah:

1. Produk peraturan yang mengatur mengenai perlindungan anak jalanan

korban eksploitasi ekonomi melalui bentuk Peraturan Daerah harus

segera diikuti provinsi-provinsi diseluruh Indonesia.

2. Pembuat Peraturan Daerah harus memahami penalaran hukum secara

cermat dan tepat dalam merumuskan Peraturan Daerah agar tidak

melanggar peraturan-peraturan di atasnya.

3. Dalam hal penegakan hukum Pemerintah harus berperan aktif tidak

hanya sebatas usaha pencegahan secara represif melainkan usaha

pencegahan prefentif dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan bagi

keluarga miskin.

4. Partisipasi Rumah Singgah, Lembaga Perlindungan Anak, serta

masyarakat dalam melakukan pencegahan dengan cara melakukan

pengawasan terhadap segala bentuk tindakan eksploitasi ekonomi

terhadap anak.
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